
BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pembahasan yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Disahkannya UU Nomor 1 Tahun 2023 mengakibatkan diakuinya korporasi 

sebagai subjek tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 45 KUHP Baru 

tersebut. Kemudian, untuk menentukan unsur mens rea atau kesalahan pada 

korporasi terlebih dahulu menentukan actus reus pada korporasi yang dapat 

dilihat dari siapa yang melakukan suatu tindak pidana korporasi tersebut. 

Setelah menentukan actus reus tersebut barulah dapat ditentukan unsur 

mens rea atau kesalahannya dengan mengacu kepada UU Nomor 1 Tahun 

2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Baru dan 

PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara 

Tindak Pidana Oleh Korporasi. Namun, terdapat inkonsistensi dalam 

perumusan pasal mengenai actus reus (tindak pidana) dan 

pertanggungjawaban pidana pada korporasi di dalam KUHP Baru. 

Kemudian, dalam menentukan unsur mens rea atau kesalahan pada 

korporasi, penegak hukum dapat menggunakan teori pertanggungjawaban 

korporasi seperti teori identifikasi, teori tanggung jawab pengganti, dan 

teori agregasi. Pada dasarnya unsur mens rea atau kesalahan pada korporasi, 

baik menurut perundang-undangan atau teori pertanggungjawaban, dilihat 

dari kesalahan pengurusnya yang memiliki kedudukan fungsional dan 

hubungan kerja atau hubungan lain dalam lingkup kegiatan usaha korporasi 

yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Sehingga, kesalahan dari 

pengurusnya tersebut akan dianggap sebagai kesalahan atau mens rea dari 

korporasi, dan korporasi akan dapat dibebankan suatu pertanggungjawaban 

dan dijatuhi hukuman. 

2. Bagi korporasi yang terbukti secara sah melakukan suatu tindak pidana 

korporasi maka hanya akan dapat dikenakan pidana pokok berupa pidana 

denda. Pembayaran pidana denda tersebut sudah ditentukan jangka 

waktunya di dalam KUHP Baru dan PERMA 13/2016, umumnya adalah 



satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht) atau 

ditentukan lain oleh hakim. Apabila denda tidak dibayarkan oleh korporasi, 

maka harta benda korporasi dapat disita oleh jaksa dan dilakukan pelelangan 

untuk membayar denda tersebut. Dalam halnya harta benda korporasi 

tersebut masih tidak dapat melunasi besaran denda yang dijatuhkan 

kepadanya, maka terhadap korporasi tersebut akan dikenakan pidana 

tambahan berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha 

korporasi dengan jangka waktu selama dua tahun. Namun, penjatuhan 

pidana tambahan tersebut tidak relevan karena harta korporasi sudah habis, 

sehingga walaupun dikenakan terhadapnya pidana tambahan maka 

korporasi tidak dapat pula melunasi dendanya. Selain itu, pengurus 

korporasi juga tidak dapat melunasi secara pribadi terkait pidana denda 

tersebut, karena terdapat batasan terkait pertanggungjawaban oleh pengurus 

terhadap korporasi. Opsi terakhir dapat ditetapkan sebagai piutang negara 

terhadap denda yang tidak dapat dilunasi oleh korporasi tersebut, hal itu 

akan mengakibatkan korporasi tetap dikatakan memiliki hutang terhadap 

negara sampai korporasi dapat melunasinya. 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya, adapun saran dari penelitian ini adalah: 

1. Diharapkan ketentuan di dalam Pasal 45 KUHP Baru yang mengakui 

korporasi sebagai subjek tindak pidana dapat mempermudah penegak 

hukum untuk menjerat korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana 

korporasi. Selain itu, dengan luasnya ketentuan mengenai siapa saja yang 

dikategorikan dapat melakukan tindak pidana korporasi, maka diharapkan 

dapat mempermudah untuk menentukan unsur kesalahan pada korporasi. 

Kemudian, karena terdapat ketidakskinkronan dalam pengaturan pasal 

mengenai perbuatan pidana korporasi dan pertanggungjawaban pidana 

korporasi di dalam KUHP Baru, diharapkan agar pengaturan pasal terkait 

dapat dirumuskan sesuai dengan ketentuan bagiannya, misalnya perbuatan 

pidana korporasi di dalam bagian tindak pidana dan pertanggungjawaban 

korporasi berada di bagian pertanggungjawaban pidana. 



2. Terkait pelunasan denda, sesuai dengan yang diatur dalam KUHP Baru, 

apabila korporasi tidak membayar denda meskipun harta kekayaan 

korporasi sudah disita dan dilelang, maka korporasi akan dikenakan pidana 

tambahan. Namun, disamping itu, terhadap korporasi dapat pula dikenakan 

tindakan bagi korporasi. Menurut hemat penulis, tidak relevan jika 

korporasi dijatuhi pidana tambahan berupa pembekuan kegiatan usaha 

korporasi, karena hal tersebut tidak menyelesaikan permasalahan terkait 

denda dan akan membuat denda tersebut hilang. Oleh karenanya, menurut 

hemat penulis, apabila korporasi tidak dapat melunasi denda meskipun telah 

dilakukan penyitaan dan pelelangan karena harta kekayaannya sudah habis, 

majelis hakim dalam putusan pengadilannya dapat menetapkan denda 

tersebut sebagai piutang negara. Hal tersebut akan membuat korporasi tetap 

harus melunasi hutangnya kepada negara. 
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